BAB IV

KESIMPULAN

Diplomasi bilateral terhadap Korea Selatan, dilakukan oleh Jepang sebagai
implementasi dari politik luar negeri, yang didasarkan untuk menyumbangkan
perdamaian dan kemakmuran dunia, serta meningkatkan kepercayaan dengan
negara tetangga. Permasalahan comfort women atau padanan dalam Bahasa
Indonesia merupakan perbudakan seks, menjadi salah satu penyebab terhambatnya
upaya diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan. Mengacu pada rumusan masalah
yaitu “Bagaimana Diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan dalam permasalahan
Comfort Women?”, Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan diplomasi bilateral
dengan Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye dalam bidang ekonomi hingga
permasalahan perbudakan seks.

Puncak dari diplomasi bilateral merupakan Agreement on Comfort Women
atau Kesepakatan Perbudakan Seks, yang dilakukan pada 28 Desember 2015,
sebagai tanda dari diplomasi permintaan maaf Jepang terhadap Korea Selatan.
Secara resmi Jepang mengakui semua pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada para
korban perbudakan seks, yang dilakukan oleh para militer Imperialisme Jepang
selama 30 tahun, yaitu tahun 1910 hingga tahun 1945.

Bagi Korea Selatan, permasalahan perbudakan seks merupakan pelanggaran
Hak Asasi Manusia yang berat dan membutuhkan permintaan maaf serta tanggung
jawab yang konsisten di dalamnya. Para korban perbudakan seks pun sudah berkali-

kali muncul untuk memberikan bukti yang didukung oleh masyarakat dan aktivis
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Hak Asasi Manusia, untuk menuntut pemerintah Jepang segera mengaku, meminta
maaf, dan mengganti kerugian atas kejahatan kemanusiaan.

Lain halnya bagi Jepang, Perjanjian Bilateral pada 1965 dengan Korea
Selatan, dirasa sudah cukup untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan
yang terjadi pada Perang Dunia Il. Sehingga pemerintah dan masyarakat Jepang
tidak menganggap permasalahan perbudakan seks penting dan hanyalah kesalahan
militer Jepang di masa lalu. Jepang pun menilai bahwa Korea Selatan terlalu
sentimental dalam permasalahan perbudakan seks. Tetapi ketika Shinzo Abe
dilantik kembali pada tahun 2012 sebagai perdana menteri, beliau dalam salah satu
kebijakannya akan memperbaiki status Jepang dalam dunia internasional, termasuk
berupaya menyelesaikan permasalahan perbudakan seks dengan melakukan
diplomasi permintaan maaf terhadap Korea Selatan, untuk membuka jalur
komunikasi dan permintaan maaf secara formal, melalui Kesepakatan Perbudakan
Seks.

Proses dari upaya diplomasi permintaan maaf pun tidak hanya dilakukan
antara Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan Park Geun Hye
saja, tetapi juga dilakukan negosiasi dari Kementerian Luar Negeri dan pertemuan
tertutup Direktur Jenderal dari kedua negara. Pertemuan dilakukan sejak 16 April
2014 hingga satu hari sebelum perjanjian dilakukan, yaitu pada 27 Desember 2015.
Di pertengahan proses negosiasi antara Direktur Jenderal Jepang dan Korea Selatan
pada November 2015, Perdana Menteri Abe dan Presiden Park mengadakan
pertemuan secara bilateral, setelah Forum Pertemuan Tingkat Tinggi Trilateral

dengan Tiongkok, bertempat di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan bilateral
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membahas dan mengkonfirmasi kembali kesepakatan penyelesaian permasalahan
perbudakan seks.

Poin - poin utama dari Kesepakatan Perbudakan Seks yaitu konfirmasi atas
perjanjian akhir dan tidak dapat diubah lagi, permintaan maaf yang tulus dari
Jepang, resolusi akhir terkait permasalahan perbudakan seks melalui kompensasi
dana, merelokasikan patung yang terdapat di depan Kedutaan Besar Jepang di
Seoul, serta tindakan untuk saling menahan diri dalam mengkritik satu sama lain
dalam forum internasional. Kemudian perjanjian disepakati tepatnya pada tanggal
28 Desember 2015 dan Perdana Menteri Abe beserta Presiden Park berjanji akan
mematuhi dan bertanggung jawab terhadap perjanjian kepada para korban
perbudakan seks yang masih hidup, melalui Yayasan Rekonsiliasi dan
Penyembuhan dan Asian Women’s Fund yang dibentuk oleh persetujuan Jepang
dan Korea Selatan.

Tidak lama setelah perjanjian dilakukan, terdapat kecaman - kecaman yang
timbul baik dari masyarakat Jepang dan Korea Selatan, para aktivis, dan juga
kelompok kepentingan politik. Mereka berpendapat bahwa Kesepakatan
Perbudakan Seks dilakukan hanya demi kepentingan politik antar pemimpin negara
saja, tidak berorientasi kepada pendapat para mantan perbudakan seks. Pernyataan
yang berbeda pun diungkapkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada 1 Februari
2016 pada Forum PBB, bahwa Jepang tidak melakukan kejahatan seksual pada saat
Imperialisme Jepang. Pernyataan beliau tentu membingungkan banyak pihak,
termasuk Korea Selatan sendiri. Lalu pemerintah dari Jepang dan Korea Selatan

pun pada akhirnya tidak menghiraukan kecaman - kecaman yang timbul, hingga
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akhirnya pemerintahan Park Geun Hye digantikan oleh Moon Jae in pada tahun
2017.

Ketika Presiden Moon Jae In dilantik, beliau menanggapi kecaman
masyarakat Korea Selatan dengan mengadakan tuntutan kembali dan meminta
Jepang untuk melakukan negosiasi ulang terkait Kesepakatan Perbudakan Seks.
Presiden Moon mengatakan bahwa perjanjian tidak berakar pada para korban
perbudakan seks dan dana kompensasi yang diberikan melalui yayasan yang
dibentuk, tidak sepenuhnya didapatkan oleh para korban perbudakan seks. Jepang
menanggapi tuntutan dari Korea Selatan dengan cara menolak secara tegas, bahwa
Kesepakatan Perbudakan Seks bersifat akhir dan tidak dapat diubah sampai
kapanpun, meminta Korea Selatan untuk mematuhi perjanjian yang sudah
disepakati oleh kedua negara secara sah, dan mendesak untuk merelokasikan
Patung Perbudakan Seks yang berada di depan Kantor Konsulat Jenderal Jepang di
Busan, Korea Selatan, karena patung perbudakan seks dianggap sebagai mencemar
nama baik Jepang terhadap Kesepakatan Perbudakan Seks yang sudah disepakati.
Desakan dari Jepang terhadap Korea Selatan merupakan salah satu bentuk upaya
diplomasi Jepang agar kerjasama bilateral tetap berjalan.

Kekesalan Korea Selatan pun berlanjut hingga pada Juli 2018, saat Menteri
Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung Hwa, memutuskan untuk mengakhiri
Kesepakatan Perbudakan Seks secara sepihak, setelah membubarkan Yayasan
Rekonsiliasi dan Penyembuhan dan tidak akan melakukan negosiasi ulang. Begitu
juga dengan Menteri Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan,

yang akan merelokasi dana kompensasi kepada para korban perbudakan seks secara
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langsung. Sikap dari Korea Selatan pun tidak ditanggapi oleh Jepang, karena Jepang
bersikeras untuk tetap berpegang teguh pada Kesepakatan Perbudakan Seks yang
dilakukan pada tahun 2015, dan meminta Korea Selatan untuk tidak melanggar
perjanjian yang menjadi pilar dasar dari kerjasama bilateral antara kedua negara.

Perdana Menteri Shinzo Abe pun sudah menyatakan berkali - kali, bahwa
Jepang menginginkan adanya kerjasama bilateral dengan Korea Selatan yang
berorientasi pada masa depan, dan menganggap Kesepakatan Perbudakan Seks
merupakan sebuah akhir dari penyelesaian permasalahan perbudakan seks yang
tidak dapat diganti, sehingga apapun tuntutan dari Korea Selatan tidak akan
ditanggapi oleh Jepang. Terbukti saat Perdana Menteri Shinzo Abe tetap melakukan
pertemuan bilateral dengan Presiden Moon Jae In pada bulan Januari tahun 2018 di
Korea Selatan, untuk membahas mengenai Pertandingan Olimpiade Musim Dingin
Pyeongchang.

Peran dari media massa juga turut ikut serta dalam upaya diplomasi Jepang
terhadap Korea Selatan dalam penyelesaian permasalahan perbudakan seks.
Melalui media massa, para masyarakat Jepang, Korea Selatan, maupun seluruh
dunia, mendapatkan informasi bagaimana tanggapan dari masing - masing
pemerintah kedua negara setelah Kesepakatan Perbudakan Seks tahun 2015
disepakati. Dari media massa di Jepang, yakni seperti Japan News, The Japan
Times, dan The Mainichi, mempunyai pendapat yang sama bahwa perjanjian yang
disepakati antara Jepang dan Korea Selatan, merupakan awal yang baru bagi
hubungan bilateral kedua negara, dan Korea Selatan tidak seharusnya menuntut

kembali karena secara langsung dapat berdampak kepada hubungan bilateral, serta
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sudah saatnya untuk melihat ke masa depan. Begitu juga dengan media yang berasal
dari Korea Selatan yaitu Hankyoreh, meliput mengenai tanggapan dari pemerintah
Jepang, bahwasanya Jepang secara tegas tidak akan melakukan negosiasi kembali
Kesepakatan Perbudakan Seks tahun 2015 dan lagi - lagi meminta Korea Selatan
untuk tetap mematuhi perjanjian yang sudah disepakati.

Tanggapan yang berbeda datang dari media massa di Korea Selatan, yakni
Korean Herald, Korean Times, dan KBS World yang mengkritik bahwa
Kesepakatan Perbudakan Seks tahun 2015, tidak sepenuhnya berorientasi kepada
para korban perbudakan seks, tetapi hanya untuk memperbaiki citra Jepang saja.
Sehingga para media tidak setuju dengan perjanjian dan mempunyai pendapat yang
sama dengan para masyarakat dan pemerintah Korea Selatan, untuk menuntut
kembali Jepang agar bertanggung jawab secara penuh. Presiden Moon Jae In pun
menanggapi para media dan masyarakat dengan berjanji untuk mencari solusi, yang
berorientasi kepada para korban perbudakan seks.

Upaya diplomasi dari Jepang untuk menyelesaikan permasalahan
perbudakan seks memiliki banyak gejolak dari pihak Korea Selatan. Tidak dapat
dipungkiri bahwa diplomasi bilateral dan diplomasi permintaan maaf Jepang
melalui Kesepakatan Perbudakan Seks tahun 2015, merupakan cara Perdana
Menteri Shinzo Abe untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan dan
mengembalikan citra Jepang di dunia internasional. Dengan tetap bekerjasama
secara bilateral dengan Korea Selatan, maka kepentingan Jepang secara domestik
maupun internasional dapat terpenuhi. Kesepakatan Perbudakan Seks pun pada

faktanya memang tidak bisa dituntut maupun dilakukan negosiasi kembali, karena
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Jepang dan Korea Selatan sudah sepenuhnya sepakat, sehingga para masyarakat
dan korban perbudakan seks hanya bisa menerima apa yang pemerintah Korea

Selatan dan Jepang sudah lakukan.
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